




NASMH AMDEMIK

RANCANGAN

PERATURAN DAEMH KOTA SUMBAYA

NOMOR ... TAHUN".

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

KELURAHAN, RUKUN WARGA DAN RUKUN TETANGGA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945' pasal 1B melatar belakangi

adanya implementasi sistem pemerintahan berienjang di lndonesia Pasal 18

berbunyi 'Negara Kesatuan Republik lndonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi

dan daerah provinsi itu dibagi atas kabuPaten dan kot4 yang tiap-tiaP ploainsi'

kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daera'\' yang diatur delgan undang-

unda.ng". Kententuan ini diadopsi dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah' lJndang-Undang Nomor 32 tahun 2004

memberikan kewenangan kepada daerah untuk melaksanakan mengurus dan

mengelola wilayahlya sendiri dalam kerangka otonomi daerah Pemberian

otonomi kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan' pemberdayaan dan

peran serta masyarakaL Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan dengan

memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertangungjawab kepada daerah'

Kewenangantersebutharusdilakukansecaraproporsionaldenganpengaturan

pembagian urusan antal? pemeriltah pusa! provinsi dan kota/kabupaten'




























































































